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NOMOR : 26 TAHUN 19 % SERIE. D

/

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II CIREBQN

NOMOR : 10 TAHUN 1996
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS -
KEBAKARAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT
II CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

Menimbang : a, bahwa dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Cirebon Nomor 9 Tahun 1996 telah -
dibentuk Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Ting
kat II Cirebon ;

be. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Nege
ri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organi-
sasl dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan -
Umum Daerah, maka perlu menetapkan Organisasi-
dan Tata Kerja Dinas Kebakaran Kotamadya Daer-
ah Tingkat II Cirebon dengan Peraturan Daerah,

Mengingat : l. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pem
bentukan Daerah-daerah Kabupaten dilingkungan-
Propinsi Jawa Barat ( Lembaran Negara RI Tahun -
1950 ) 3 :

24 Undang ®ecccovece
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i LEMBARAI()AERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 26 TAHUN 19_%

SERIE. D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 10 TAHUN 1996
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-
KEBAKARAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT
II CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Cirebon Nomor 9 Tahun 1996 telah -
dibentuk Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Ting
kat II Cirebon ;

be bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Nege
ri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organi
sasi dan Tata Kerja Dinas Kingkup Pekerjaan -
Umum Daerah, maka perlu menetapkan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Kebakaran Kotamadya Daer
ah Tingkat II Cirebon dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : le Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pem
bentukan Daerah-daerah Kabupaten dilingkungan

Propinsi Jawa Barat ( Lembaran Negara RI Tahun
1950 ) ;

2 Uhdang eeececove
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2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pe
merintahan di Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1974 Ng
mor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor -
3037 ) ;

3« Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Ke
pegawaian ( Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tam
bahan Lembaran Negara RI Nomor 3041 ) ;

L4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penye-
rahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Pekerja
an Umum kepada Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1987 -
Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3353 ) ;

5e Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Permukiman ( Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 23,Tam
bahan Lembaran Negara RI Nomor 3469 ) ;

6. Peraturan Pemerintsh Republik Indonesia Nomor 45 Tahun
1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Ti -
tik Berat pada Daerah Tingkat II ( Lembaran Negara RI -
Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
3487 ) ;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/91 ten -
tang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan -
Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah-
Daerah Tingkat II ; : ' '

8, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/91 ten -
tang Penyelenggaraan Pembinaan Teknis dan Pengawasan -
Teknis Bidang Pekerjaan Umum Kepada Dinas Pekerjaan -
Unum ;

9« Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 ten
tang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;

10, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 ten
tang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Peru

bahgn ;

11, Keputusan secvccoe

. %
11, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang
Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;

12, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor
9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Dinas Kebakaran Kotamadya
Daerah Tingkat II Cirebon

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Da
erah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Daersh Kotamadya Daerah Tingkat II Cirg
bon tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebg
karan Kotamadya Daersh Tingkat II Cirebon,

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
ae Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon j

be Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Ting -
kat II Cirebon ;

c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Da
erah Tingkat II Cirebon ;

d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah -
Tingkat II Cirebon tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-
Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon ;

ee Dinas adalah Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Ci
rebon ;

f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah
Tingkat II Cirebon ;

8o CAbang eeoccvcccrcee
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g+ Cabang Dinas adalah Unit Pelaksana Dinas Kebakaran
yang melaksanakan semua kegiatan dan fungsi Dinas
di satu Wilayah Kecamatan atau beberapa Wilayah Ke
camatan di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah-
Tingkat II Cirebon ;

he Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana
teknis dinas pada Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah
Tingkat II Cirebon yang melakukan sebagian tugas -
operasional tertentu Dinas di lapangan dan selanjut
nya disebut UPID,

BAB 1II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 2

(1) Dinas adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di -
bidang Kebakarane.

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Walikotamadya Kepala Daer
ahe

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan-
Rumah Tangga Daerah di bidang Kebakaran dan tugas pemban-
tuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal Pera
turan Daerah ini Dinas mempunyai fungsi :

3e Pelaksanaan o0sceccce
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a, Pelaksanaan teknis operasional di bidang Kebakaran yang-
meliputi pendataan dan pengembangan, pembinaan dan penyu
luhan, pemadaman, sarana dan prasarana, informasi serta-
komunikasi kebakaran berdasarkan kebijaksanaan Walikota-
madya Kepala Daerah.

be Pelaksanaan teknis fungsional di bidang kebakaran berda-
sarkan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Ja
wa Barat,

ce Penyelenggaraan pelayanan teknis administratif ketatausa
haan, kepegawaian dan keuangan.'

BAB 1III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur Organisasi Dinas terdiri dari :
ae Pimpinan, adalah Kepala Dinas ;
be Pembantu Pimpinan, adalah Sub Bagian Tata Usaha ;

ce Pelaksana adalah Seksi, Cabang Dinas dan UPTD serta Kelompok
Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

(1) Organisasi Dinas terdiri atas :

ae Kepala Dinas
be Sub Bagian Tata Usaha Membawahkan s

1l, Urusan Umum ;
2, Urusan Kepegawaian ;
3« Urusan Keuangan,

Ce SeKSi secevecccccecece
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ce Seksi Pendataan dan Pengembangan, membawahkan :

1. Sub Seksi Pendataan ;

2, Sub Seksi Laboratorium ;
3« Sub Seksi Bantuan Teknik ;
Lo Sub Seksi Pengembangan .

Seksi Pembinaan dan Penyuluhan, membawahkan s

1. Sub Seksi Penyuluhan ;
2, Sub Seksi Pelatihan ;
3¢ Sub Seksi Peragaane

Seksi Pemadaman Kebakaran, membawahkan :

1, Sub Seksi Wilayah I

2+ Sub Seksi Wilayah II ;
3¢ Sub Seksi Wilayah III ;
Lo Sub Seksi Wilayah IV,

Seksi Sarana dan Prasarana, membawahkan :

1, Sub Seksi Pengadaan ;

24 Sub Seksi Perawatan dan Pemeliharaan ;
3¢ Sub Seksi Gudang ;

4o Sub Seksi Pengemidi dan Montiry

Seksi Informasi dan Komunikasi, membawahkan :

3, Sub Seksi Informasi ;
24 Sub Seksi Komunikasi ;
3¢ Sub Seksi Pengusutan,

Cabang Dinas ;
UPTD ;
Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum
dalam lampiran, merupakan bagian yang tidsk terpisah-
kan dari Persturan Daersh ini,

Bagian ®c s e
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Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi
Paragraf 1
Kepala Dinas
Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan
dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan ru
mah tangga Daerah dibidang kebakaran serta tugas pembantuan -
yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

(1)

(2)

(3)

(1)

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan -
pengelolaan urusan umum, urusan kepegawaian dan urusan keu
angan ;

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pa
da ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai =
fungsi :

ae Pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan perlengkapan ;

be Pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian ;
ce Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.

Sub Bagian Tata Usaha membawahkan :

ae Urusan Umum ;
be Urusan Kepegawaian ;
ce Urusan Keuangane

Pasal 9

Urusan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan
urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tang
ga, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliha-
raan Kantor dan inventarisasi serta menyusun program kegia
tan Dinas,

(2) Untuk eeececcscccce
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(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

(1)

(2)

(1)
(2)

dalam pada ayat (1) pasal ini, Urusan Umum mempunyai -
fungsi :

a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, penggandaan, kear
sipan, kerumahtanggaan dan administrasi perjalanan -
dinase

be Pelaksanaan urusan perlengkapan, pemeliharaan kantor
dan inventarisasie

ce Pelaksanaan Penyusunan program kegiatan Dinas dan Pg
laporan. ‘

Pasal 10

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan -
pengelolaan administrasi kepegawaian ketatalaksanaan -
dan perpustakaane

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini, Urusan Kepegawaian mempunyai -
fungsi :

ae Penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, disiplin-
dan pengembangan pegawai.

be Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan ketatalaksana
ane

ce Pelaksanaan pengelolaan dolumentasi dan perpustakaane
Pasal 11

Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penge
lolaan administrasi keuangan,

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini, Urusan Keuangan mempunyai fung
si

ae Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran
be Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan,

Parag‘af 3 0000000000

w ¥

(1)

(2)
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Paragraf 3
Seksi Pendataan dan Pengembangan
Pasal 12

Seksi Pendataan dan Pengembangan mempunyai tugas pokok me
laksanakan penyusunan petunjuk teknis pendataan, penguji-
an laboratorium, bantuan teknik dan pengembangan penanggu
langan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud -
pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pendataan dan Pengembangan

. mempunyai fungsi :

(3)

(1)

(2)

a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pendataan ;

b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis penelitian-
laboratorium ;

Ce Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis bantuan pe
nanggulangan ;

de. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengembang-
an upaya penanggulangane

Seksi Pencegahan Kebakaran, membawahkan :

ae Sub Seksi Pendataan

be Sub Seksi Laboratorium ;

ce Sub Seksi Bantuan Teknik ;
d. Sub Seksi Pengembangane.

Pasal 13

Sub Seksi Pendataan mempunyai tugas pokok mempersiapkan -
bahan penyusunan petunjuk teknis pola operasional penang-
gulangan kebakarane

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimeksud -
pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Bendatasn mempunyai -

fungsi ;

ae. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data kebaka-
rane

be Penyiapan e00c0ccccond




- 103 - ‘l;

b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pola ope
rasional upaya penanggulangan kebakaran.

Pasal 14

(1) Sub Seksi Laboratorium mempunyai tugas pokok mempersi-
apkan bahan penyusunan petunjuk teknis penelitian labg
ratorium sebab-sebab terjadinya kebakaran,

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimak -
sud pada ayat ( 1) pasal ini, Sub Seksi Laboratorium -
mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data ter
Jadinya kebakaran ;

be. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pemberi-

an bantuan upaya penanggulangan kebakaran pada bangu

nane
Pasal 15

(1) Sub Seksi Bantuan Teknik mempunyai tugas pokok memper—
siapkan bahan penyusunan petunjuk teknis memberikan -
bantuan teknik penanggulangan kebakaran,

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimak -
sud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Bantuan Teknik,
mempunyai fungsi :

ae Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data je -
nis bangunan, situasi bangunan, kemampuan personaly
sarana dan prasarana kerja ;

b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis memberi-
kan bantuan teknis upaya penanggulangan kebakaran -
pada bangunane

Pasal 16

(1) Sub Seksi Pengembangan mempunyai tugas pokok mempersi-
apkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan -
upaya penanggulangan kebakaran.

(8) Untuk eeeseceee

". qzlﬁht-

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pa

(1)

(2)

(3)

da ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pengembangan, mempunyai -
fungsi :

as Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data kemampu-
an personal, sarana dan prasarana kerja ;

be. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis peningkatan-
kemampuan personal, dalam upaya pengembangan penanggu -
langan kebakaran.

Paragraf 4
Seksi Pembinaan dan Penyuluhan
Pasal 17

Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyal tugas pokok melak
sanakan penyusunan petunjuk teknis penyuluhan, pelatihan -
dan peragaan penyelamatan kebakaran.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pa

da ayat (1) pasal ini, Seksi Pendataan dan Pengembangan -
mempunyai fungsi :

ae Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis penyuluhan -
masyarakat ;

b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pembinasn -~
dan pelatihan bagi petugas ;

ce Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis peragaan peg
nyelamatan kebakarane

Seksi Pencegahan Kebakaran, membawahkan :

a. Sub Seksi Penyuluhan ;
b. Sub Seksi Pelatihan ;
ce Sub Seksi Peragaan.

Pasal 18

(1) Seb Seksi Penyuluhan mempunyai tugas pokok mempersiapkan —

bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan penyuluhan ke
pada masyarakat.

(2) %’bm{ [ XX XN RN XX XXX J
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(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Penyuluhan mempunyai
fangsi :

a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi hasil pe -
nyuluhan ;

b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis penyulu -
han kepada masyarakat mengenai bahaya kebakaran, tek
nik pencegahan dan penanggulangan kebakarane

Pasal 19

(1) Sub Seksi Pelatihan mempunyai tugas pokok mempersiapkan
bahan penyusunan petunjuk teknis penelitian bagi para -
petugas pemadam kebakarane

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pelatihan mempunyai-
fungsi :

a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data hasil
pembinaan dan pelatihan.

be. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksana
an pembinaan dan pelatihan bagi para petugas pemadam
kebakaran.

Pasal 20

(1) Sub Seksi Peragaan mempunyai tugas pokok mempersiapkan-
bahan penggunaan petunjuk teknis peragaan penyelamat an-
akibat kebakaran,

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Peragaan, mempunyai-
fungsi :

a. Pengumpulan gan pengolahan serta evaluasi data jenis
bangunan, situasi bangunan, kemampuan personal, sara
na dan prasarana kerja ;

be Penyiapan eeses

(1)

(23

(3)

(1)
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be Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis peragaan pe
nyelamatan akibat kebakaran.

Paragraf 5
Seksi Pemadaman Kebakaran
Pasal 21

Seksi Pemadaman Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksana
kan penyusunan petunjuk teknis kegiatan operasional pema-
daman kebakaran di Wilaysh I, Wilayah II, Wilayah III dan
Wilayah IV,

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud -
pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pemadaman Kebakaran mempu-
nyai fungsi :

aes Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis operasional
pemadaman kebakaran di wilayah kerjanya ( Wilaysh I );

be. Pelaksanaan dan Penyusunan petunjuk teknis operasional
pemadaman kebakaran di Wilayah kerjanya ( Wilayah II );

ce Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis operasional
pemadaman kebakaran di Wilayah kerjanya (Wilayah III);

d. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis operasional
pemadaman kebakaran di Wilayah Kerjanya ( Wilaysh IV )

Seksi Pemadaman Kebakaran, membawahkan :

a, Sub Seksi Wilagyah I ;
be Sub Seksi Wilayah II ;

Ce Sub Seksi Wilayah III ;
de Sub Seksi Wilayah IV ;

Pasal 22

Sub Seksi Wilayah I mempunyai tugas pokok mempersiapkam -
bahan petunjuk teknis operasional pemadaman kebakaran di
wilayah kerjanya ;

(2) Untuk eeeseccccceccesn
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Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Wilayah I mempunyai-
fungsi : ' '

a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data menge
nai kejadian kebakaran dan hambatan pelaksanaan pema
daman kebakaran ;

be Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelak
sanaan operasional pemadaman kebakaran di wilayah -
kerjanyae

Pasal 23

Sub Seksi Wilayah II mempunyal tugas pokok mempersiap -
kan bahan petunjuk teknis operasional pemadaman kebaka-
ran di wilayah kerjanyae.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Wilayah II mempunyai
fungsi :

a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data menge
nai kejadian kebakaran dan hambatan pelaksanaan pema
daman kebakaran ;

be Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelak
sanaan operasional pemadaman kebakaran di Wilayah ©
kerjanyae '

Pasal 24
Sub Seksi Wilayah III mempunyai tugas pokok mempersiap-

kan bahan petunjuk teknis operasional pemadaman kebaka-
ran di wilayah kerjanyae

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi wilayah III mempunyai
fungsi :

Qe Pengumpulan @0 ocvecee

(1)

(2)

(1)

(2)
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ae. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data mengenal

kejadian kebakaran dan hambatan pelaksanaan pemadaman -
kebakaran ;

be Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksa-
Baan operasional pemadaman kebakaran di wilayah kerja -
nyae

Pasal 25

Sub Seksi wilayah IV mempunyai tugas pokok mempersiapkan -
bahan petunjuk teknis operasional pemadaman kebakaran di -
wilayah kerjanya ;

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pa

da ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Wilaysh IV mempunyai fung

si ¢

a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data mengenai
kejadian kebakaran dan hambatan pelaksanaan pemadaman -
kebakaran ;

b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksa-
naan operasional pemadaman kebakaran di wilayah kerja -

nyae
Paragraf 6

Seksi Sarana dan Laboratorium
Pasal 26

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyal tugas pokok melaksang
kan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengadaan, perawa-
tan dan pemeliharaan, gudang dan pengaturan sopir serta -
montir,.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud p_a_
da ayat (1) pasal ini, Seksi Sarana dan Prasarana mempu -
nyai fungsi : )

ae Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan -

pengendalian pengadaan prasarana dan sarana pemadam kg
bakaran ;

b. Pelaksanaah ®0evccsse
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b. PelakSanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan
pengendalian perawatan dan pemeliharaan prasarana -
dan sarana pemadaman kebakaran ;

ce Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis adminis-
trasi gudang peralatan pemadaman kebakaran ;

de Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengatu-
ran dan penjadualan tugas Pengemudi serta kegiatan-
montire

(1]

Seksi Sarana dan Prasarana, membawahkan

ae Sub Seksi Pengadaan ;

be. Sub Seksi Perawatan dan Pemeliharaan ;
Ce Sub Seksi Gudang ;

de Sub Seksi Pengemudi dan Montir

Pasal 27

Sub Seksi Pengadaan mempunyai tugas pokok mempersiapkan
bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan -
perencanaan dan pengendalian pengadaan prasarana dan sa
rana pemadam kebakaran ;

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pengadaan mempunyai-
fungsi :

a, Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data kebu-
tuhan Prasarana dan sarana pemadam kebakaran ;

be Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelak
sanaan kegiatan pengendalian pengadaan prasarana dan
sarana pemadam kebakaran.

Pasal 28
Sub Seksi Perawatan dan Pemeliharaan mempunyai tugas po
kok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis peng

endalian pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sara
na pemadam kebakaran.

(2) Untuk

06 0P00 000

ay.

a

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)
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Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pa
da ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Perawatan dan Pemelihara-
an mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data prasara-
na dan sarana pemadam kebakaran milik dinas ;

b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksa-
naan kegiatan pengendalian pemeliharaan dan perawatan -
prasarana dan sarana pemadam kebakarane

Pasal 29

Sub Seksi Gudang mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan
penyusunan petunjuk teknid pelaksanaan pengelolaan adminis
trasi gudang peralatan pemadam kebakarane

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pa
da ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Gudang mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan pengolshan serta evaluasi data terhadap
kegiatan penyimpanan dan pendistribusian peralatan pemg
daman kebakaran ;

b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan=—
penyimpanan pendistribusian peralatan pemadaman kebaka-

rane
Pasal 30

Sub Seksi Pengemudi dan Montir mempunyai tugas pokok mem -
persiapkan bahan penyusunan penunjuk teknis pengaturan tu
gas Pengemudi dan Montir j

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pa

da ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pengemudi dan Montir mem

punyai fungsi :

a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data hasil -
pengaturan tugas Pengemudi dan Montir ;

b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan-
pengaturan Pengemudi dan Montir.

Paragraf 7T eececccces
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Paragref 7
mmm:mxemmm
Pasal 31

(1)mwmmmmwmmg
laksanskan penyusunan petunjuk teknis kegistan penyam -
Mmmmmmmmmmmm
kebakaran §

(2) Untuk menyelenggsrskan tugas pokok sebagaimana dimsksud
mw(l)punm,s&ummm&mﬁm
mempunyai fungsi @
as Pelaksansan dan penyusunan petunjuk tdmi.s penyampa,
an informesi kebakaran j

be Pelaksanasn dan penyusunan petunjuk teknis kommnikes
sl mengenai kebakaran }

ce Pelakssnaan dan penyusunan petunjuk teknls keglatan-
pengusutan terjadinya kebakaran.

(3) Seksi Sarana dan Prasarana, membawahkan 1
as Sub Seksi Informasi ;
be Sub Seksi Komunikasi ;

#Q%Sﬁkﬁ.mﬂla
Pasal 32

(1) Sub Seksi Informasi mempunyal tugas polwk mempersiapkan
bshan penyusunan petunjuk teknis memberikesn informasi -~
kepada masyarskst atas terjadinya kebskarane

(2) Untuk menyslenggarskan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pessl ini, Sub Seksl Informasi mm-
fungsl 13
upmmmmmmWMa tey

Jadinya kebakeran ;

be Pm‘pﬂ nSLEE
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be Penyispan bshan dan penyusunen petunjuk teknls pemberi
an informasi kepada masyarskat mengensi terjaflinys ke
bakaran.
: Pasal 33

(1) Sub Seksi Komunikasi mempunysl tugas pokok mempersispkan.-
bshan penyusunan petunjuk teknis peleksanasn komunikasi -
melalul hubungsn media komunikasi menyangkut terjadinya ~
kebskaran ;

(2) Untuk menyelenggarskan tugas pokok slba@inmadimkmd
pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Komumnikasi mempunysl «
fungsi @

urmmwmmmemmwamm
sl den sarana kommikasl §

b.mmbmmmmpﬁwukwmispelakm
kommnikasi melslui hubungan media kommikasi menysngiut
Poladian kebakaran.

Pasal 34

(1) Sub Seksl Pengusuten mempunyal tugas pelok mempersispkene
bshan penyusunan petunjuk telmis pelakssnean dan pengusue
tan sebad terjadinya kebakaran ;

(2) Untuk menyelenggarskan tugas pokek sebagaimana dimeksud -
pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pengnsubtan mempunyal «
fungsl :
qumﬂmMpWMammda&amdﬂ

nys kebakaran ;

be Penyispan bshan penyusunan petunjuk teiknis pelaksanasn
pengusutan terjaedinya kebskarane

Paragraf 8
‘ Cabang Dinas
Pasal 35 e
Sembentukan, Organisssi dan Tata Kerja Csbang Dinas serta peng
mmmmm&wdmmm
Udsng seessssesse
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' undangén tersendiri setelah mendapat persetujuan Menteri Da

lam Negeri.

Paragraf 9
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 36

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD serta pengaturan
lebih lanjut akan ditetapkan dengan peraturan perundang- un
dangan tersendiri setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan
oleh Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 10
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 37

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melak
sanakan sebaghén kegiatan Dinas secara profesional seem
2k dengan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada -
ayat (1) pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya -
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 38

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada pasal 37, ter
diri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fung -
sional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai deng
an bidang keahliannyae

(2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipim
pin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk
diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.

(3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal
ini, ditentukan sifat, Jjenis, kebutuhan dan beban kerjae

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat
(1) pasal ini diatur sesuai dengan Peraturan Ferundang-

undangan yang berkaku,
BAB IV 92000000000
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BAB IV
TATA KERJA
Bagian Pertama

Umum
Pasal 39

(1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas merupakan satu ke
satuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. '

(2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai Pelaksana Pemerintah -
Daerah di bidang kebakaran, kegiatan operasionalnya dise
lenggarakan oleh Seksi, Cabang Dinas dan UPTD menuruf bi
dang tugas masing-masing.

(3) Kepala Dinas baik Taktis Operasional maupun Teknis Admi-
nistratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wa
likotamadya Kepala Daerah dan dalam melaksanakan tugas -
pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan Ing
tansi lain yang barkaitan dengan fungsinya.

(4) Setaap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas, da
lam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip kordi
nasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

(5) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas, wag
jib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pg
laksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan
Pasal 40

(1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksana-
an tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktu
nya kepada Walikotamadya Kepala Daerab.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wa
jib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab

kepada atasannya masing-sasing serta memberikan laporan -
tepat pada waktunya.

(3) Setiap @eccocccccone
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(3) Setisp laporan yang diterima oleh pimpinan satuan orga
rikan petunjuk kepada bawshane

(k) Pengaturan mengenal jenis laporan dan cara penyampaisn

yang berlaku. ' ’
Baglan Ketiga
Hal Mewskili
Pasal A1

(1) Dalam hal Kepsla Dinas berhalsngsn, Kepala Dinas dapat
merunjuk Kepala Sub Bagian Taba Uszha.

(2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Ussha berhalangan, mg
ka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Seksl berdasar -
kan serdoritas dan kepangkstamnya.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal A2
(1) Kepala Dinas diengkst dan diberhentikan oleh Walikota-
madya Kepala Dasersh, setelsh mendspat persstujuan Gu -
WWWDMWIJmm.
(2) Kepala Dinas berkews an dan bertanggungjewsb dalam «
: bshan rancsngsn kebijsksanasn Walikota -
madya Kepala Daersh di bidang kepegawalan.
(3) Pejsbat lalmya di lingkungsn Dinas diangkst dan diber
hentikan oleh Pejabst ysng berwenang sesuali dengan pg
raturan Perundang-undangan yang berlaku.

. m n SOOIV NERENIBRD
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BAB WX
PEMBIAYAAR
Pasal 43

Penbiayaan Dinas berasal darl Anggaran Pendspatan den Belap
Ja Daersh Kotamadya Daerah Tingkst II Clrebon dan penerimaar
sunber lain yang sshe

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal &b
wmmmmmmrmummmi.-
oleh Walikotamadya Kepala Daersh.

Pasal &5
mmmdmrmmwmmmmm -
berlakn,.

Pasal &b
Peraturan Daersh ini malal berlsku pada tanggsl diundangkans
Agar supsya setisp orang depat memgetaluxinya, memerint ahkan-

sundangan Persturan Daersh ini dengan penempstannya da =
lam Lenbarsn Dsersh Kotamsdya Dserah Tingsh II Cirebon.

¢ ris)

Ditetapkan dd CIREBON
Pada tanggal 6 JUNI 19%

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TK.II CIREBON TINGKAT II CIREBON

Ketua,
ttd, tid,

Ho SUNARYO. HW. DRS. H. KUMAEDHI SYAFRUDIN.

Disshkan esesessssses
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e Doare a1 \oh Gubermr Képala Doerah , PERATURAN DAERAH EOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON
lemmdmmnp«wm: : NOMOR : mmlﬁ

Tanggsl *&Wlﬁ ORAGANISAST DAN TATA KERJA DINAS KEBAKARAN KOTAMADYA

mmmmwmsmmmmw BANN TUREAT XL G

FL Chirdoos. » | Ao PENTELASAN UMM ¢
P ~ s 26 | ' , mmmwmmn
r:;u;-l %%%m 1996 " Cirebon Nemor § Tahun 1996 telsh dibentuk Dinas Kebakaran
Serie :n Kotamadya Dasrah Tingkat II Clrebons
' ' Atas pembentukan Dinas Esbakaran tersebut perlu 4i
: o : tindsk lanjuti dengan menetspkan Orgsnisasi dan Tata Kerja
SEXRETARIS KOTAMADYA DAERAH nya untuk keperluan tersebut Pemerintah Pusat ielah menge-
TINGKAT II CIREBON | | luarken pedomsn sebagaimsna distur dalam Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Talum 199% tentang Pedomsn Orgenisa-
) al dan Taba Kerja Dinss Iingkup Pekerjasn Usum Daersh.

Sejalan dengan hal terssbut maka Organisasi dan Tp
ta Kerja Dinas Pekerjsan Usum sebagaimana distur dalam Pg
ratursn Daersh Nomor 11 Tahun 1978 tanggal 7 Nepember 1978
periu diadaksn penyesuaian sesual dengan pedomen ysng baru
melalul penetspan dalam Persturan Daersh Kotamadya Daerah-
Tingkast II CGirebon.

* DRS. SURYANA
Penbina TK.I
NIP, 010 05, 063

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL s

Pasal 1 cukup jelas
Pasal 2 ecukuwp jelas
Pasal 3 cucup jelas
Pasal 4 cukup jelas
Pasal 5 cukup jelas
Pasal 6 wmicwp jelas
Pasal 7 ecukup jelas
Pasal 8 ecukup jelas
Pasal 9 cukwp Jelas

Pasal 10 sesessces
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